
 

 

 

BUPATI ACEH TENGGARA 
PERATURAN  BUPATI  ACEH  TENGGARA 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA KABUPATEN  ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TENGGARA, 

 

Menimbang     : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021.  

 

Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463 ); 



6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6197); 

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 267); 

21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

25. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

28. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara 
Tahun Anggaran 2022; 

29. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022; 
 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

 

 

Rp     81.385.176.053,49 

Rp1.193.653.664.677,00 

 

 

 

Jumlah Pendapatan     Rp1.275.038.840.730,49 

2. Belanja   

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Hibah 

4) Belanja Bantuan Sosial 

 

Rp394.473.781.674,00 

Rp379.302.218.266,61  

Rp    8.797.850.000,00                

Rp    1.752.305.050,00 

 

 

Jumlah Belanja Operasi    Rp  784.326.154.990,61 

   

b. Belanja Modal 

1) Belanja Tanah 

2) Belanja Peralatan dan Mesin 

3) Belanja Gedung dan Bangunan 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya 

 

                                    Jumlah Belanja Modal 

 

 

Rp   1.676.524.400,00 

Rp  26.927.636.998,00 

Rp  49.123.123.800,00 

Rp  52.733.262.679,00 

Rp    1.036.810.000,00 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Rp  131.497.357.877,00 

 



 
c. Belanja Tak Terduga 

 

1) Belanja Tak Terduga 

                           Jumlah Belanja Tak Terduga 

 

d. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 

 

1) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa 

   Jumlah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 

                                                          

                                                   Jumlah Belanja 

                                                            Surplus/Defisit 

 

e. Pembiayaan 

1) Penerimaan Pembiayaan 

2) Pengeluaran Pembiayaan 

 

       Jumlah Pembiayaan Netto  

 
 
 

Rp  21.451.061.816,00 
 
 

 
 

 
Rp337.419.063.000,00 
 

 
 

 
 
 

 
Rp   6.422.279.859,49 
Rp   2.068.755.850,00 

 
   

                    
 

 
 
 

 
 
Rp   21.451.061.816,00 

 
 

 
 
Rp  337.419.063.000,00 

 
 

Rp1.274.693.637.683,61 
Rp          345.203.046,88 
 

 
 
 

 
 

Rp       4.353.524.009,49 
 

      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA. 2021  Rp       4.698.727.056,37 

   

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Relisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran. 

 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran yang tercantum dalam lampiran I.1 Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini. 

 



      

         Ditetapkan di : Kutacane 

          Pada Tanggal : 04 Oktober 2022 
 

          Plh. BUPATI ACEH TENGGARA 

     SEKRETARIS DAERAH, 

 

MHD. RIDWAN, SE, M.Si 

Pembina Utama Madya (IV/d) 

  NIP. 19651208199703 1 004                     

    

   Diundangkan di   :   Kutacane 

   Pada tanggal        :   04 Oktober 2022 

           SEKRETARIS DAERAH 
                   KABUPATEN ACEH TENGGARA,  

 

 

                   MHD. RIDWAN 

 

               LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 16 

    

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara 

ini. 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Aceh Tenggara. 

 


